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TENTANG

]

RETRIBUGI TEMPAT KEUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Manimbang

BUFATI SERANG

. bahwa dengan semakin hBanvaknya

kendaraan bermotor yang beroperasi d.
Kabupaten Serang, Tempat  parkir
khusus sangat diparlukas
kebaradaanrya guna menghindari
kemacetan [alu Lintas ;

. bahwa dengen ditetapkannya Peraturan

Pemerintakh  Nomor 20 Tahun 19467

raptana  Patribusi Dasrah  sebagal
pelaksenaan  Undang-undang Nomor 1B
Tahun 1997 teatang Pajak Daerah dan

Bgtribygi  Daarah, naka Retribusi
Tempat Ehusus Parkir perlu diatur ;

h. bahwa ...,



Mengingat

e
[y

. bahwa untuk terlaksananya maksud pada

huruf =2 dan b di1 ates, perlu distur
dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah,

. Undang-undang HNomor 14 Tahun 1950

tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berica

Negara Tahun 1950) ;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980

tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Nemor 3186) ;

. Undang-undang Nomor £ ‘Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209)

. Undang-undang XNomor 14 Tahun 1952

teontang Lalu Lintas dan  Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 49, Tembahan Lembaran Negara
Nomar 3480)

. Undang-undang Nemor 18 Tahun 1997

tentang Pajax Dasrah dan Retribuail
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 2683) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 19%9

tentang Pemarintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 60
Tambahan Lembaran Negara Nomor 383%9);

7. Pearaturan .....



10.

11.

12.

. Paraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983  tantang Pelaksanasn Undang-
andang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana {Lembaran HNegara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 32°8)

. Paraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

1990 tentang Penyerazhan Sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan  kepede
Daerah Tingkat I dan Tingkat II
{Lembaran Megara Tahun 1990 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Nemsr 2410)

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun
1993 MNomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3529)

Paraturan Pemerintah Nemcr 20 Tahun
1947 tentang FRetribusi Caarah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Momecr 55,
Tambakan Lembaran Negari Nomor 1692);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1597 tertang Penyidik Pegawail
Negeri Sipil 4i Lingkungan Pemerintah
Daerah ;

Feputusan Menterl Perhubungan Nomor
M. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas
Farkir Umum ;

13, Heputusan ......






. Pajabat adalah Pegawai yang diberi  tugas
Lertentu di bidang retribusi eesuai  dengan
paraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Dadan adalah =uatu bentuk badan usgaha Yang
meliputi  persercan  terbatas, perseroan
komanditer, persercan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan bantuk
apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi,
kopersi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga dana pensiun, hentuk usaha tetap serta
bantuk badan usaha lainnya,

_ Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan  bermotor yang tidak bersifat
gsementara,

. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara
khusus disediakan dan atau dikelola oleh
Pemerintah Dasra® yang meliputi pelataran, taman
parkir dan gedung parkir.

. Wendaraan BRermoter adalah  kendaraan  yang
digeraxkan oleh peralatan teknik yang barada
pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan
atauy Kkereta tempelan yvang dirangkaikan dengan
kgndaraan bermotor.

 patribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa
vang diseciakan clen vemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersil karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sekter
EWASLA.

10, Retribusi ......



10.

11,

12.

15,

Fetribusi Tempat Khusus Parkir yang gelanjutnya
Aizghyt Bptribuei adalah pembayaran  atlis
pelayanan penvediaan tempat parkir yang Kkhusus
disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah paerah, tidak termasuk Yang
disediskan dan dikelola cleh Perusahaan Daerah

dan pihak swasta.

Waiib Retribusi adalah orang pribadi alzu badan
yang menurut peraturan serundang-undangan
ratribusi diwajibken untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Mags Retribusi adalah suatu  jangha WAkt
tertenty yang merupakan batas waktu bag: Wajib
patribusi urtuk memanfaatkan tempat  khusus
parkir,

. Surst  Yetetapan FRetribusi Daerah yang

gelanjutnya disingkat  SKRD adalah gurat
keputusan  yang menentukan Desarnya jumlah
retribhusi yang terutang.

. ocurat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Eayar

yang selanjutnyz disingkat SIEDLE ad:zlah surat
keputusan  yang menentukan jumizh  kelebihan
pembayaran retribusl karena jumlzh  kredit
retribusi lebih besar daripada ratribusi yang

tgrutang atau tidak seharusnya terutang.

gurat Tagihan Retribusi Daerad yang selanjutrya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunga.dan atau denda.

16, Surat .... ..
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16. Surat Ketetapan Betribmsi Dasrah ¥urang Bavar
Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat
Keputusan yang menentukan Tambazhan atas jumlah
Retribugi Daerah yang telah ditetapkan.

17. Surat Keputusan KeDeratan adalah agrar kemuruson
atas keheratan terhadap SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, SKRDEBRT dan SERDLE  yang
diajukan oleh Wajib Betribusi,

BABR II
NAMA, QBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

rasal 2

Dengan nama Fetribusi Tempat Ehusus Parkir dipungut

retribuzi sebagal pembayaran atas pelayanan penyediaan
tempat parkir wvang sacara  khusus  disediakan  oaleh

Pemerintah Dqﬁrah.

Pasal 1

(1) Ubyek Ketribusi adalah pelayanan penyediaan tempat
khusue parkir yang meliputi :

a. Pelataran/Taman Parkir ;
h. Gadung Parkir

(2) Tidek termasuk obyek retribusi adala®h tempat
khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Perusahaan Daerah dan pihak swastz,

Pazal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAR III .....






(1)

{2) Tarif ditetapkan berdasirkan

BEAE

VI

STRUXTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal E

Tarif retribus:

Dermolor.

digolongkan berdagarkan
tempat parkir yeng disedizkan dan jenis

1gnis
kendaraan

jumlah perbavaran

persatuan uvnit pelayanan etau jasa yang merupakan
jumlah unsur-unsuy tarif vang meliputi

a, Unsur kiaya per satuan penyed.aan jasa :

b, Unsur Keuntungan yvang dikehendaki per satuan
jaza.
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BAB VII

WILAYAY PEMUNGITAN
Pazal 9

{1} Retribusi yang tarutanq dipungut di wilayah Daersh

Falr= N o ] Il'_-ld‘l--— | g 5

MASA RETEIBUST DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pazal 10
Masa Reftribusi tempat khusus parkir di gedung adalah
(+ngka waktt yany lamanyas 2 [dua) jae atau ditetaphan
lain Bupati.
Fasal 11

caat Retribuzi terutang adalah pada zaat ditetapkannya
E¥ED atay dokumen lain vang diparsamakan

BAB IX
TATA CARA PCHMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SERD atau
dokunen lain yany dipersamakan.






(1)

(5)

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIFAN PEMBAYARAN

Fasal 1%

Atas  kilebihan pembayaran retribusi, Waiib

Retribusi dapa: mengajukar permohonan pengembalian
kepada Bupati,

Bupati dalam jangks waktu paling lana £ (enam)
bulan sejak diterimanya pernchonar kelebihan
penbayaran retribusi sebagaimzna d:maksgud pada
ayit (1) harus memberikan keputusan.

} Apablla iangks waktu sebagaimene dimaksud pada

ayat (2} telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak
menberikan suaty Keputusan, permohonan
rengembalian  kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dam SKRDLE harus diterbitkan dalare
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apebila ¥Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran ratribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahylu
uting retribusi tersabut,

Fengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalan
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan saiat
diterbithannya SERDLE.

(6) Apabila .......












BAE XVI

KETENTUAN FPIDANA

Pagal 21

(1) Wajib retribusi  yang tidak malaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daaerah,
digncem pidana kurungen paling lama &  (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
Jumlah retribusi terutang.

(2] Tirdak pidana =abhagaimana dimaksud Aalam ayat (1),
adalah Pelanggaran.

EAR  YVIII
KETENTUAN PENUTUD
Pasal 22

{1} Hal- hel vyang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenal teknis pelaksanaan-
nya akan diatur lebih lanjut dengan EKeputuszan
Bupati,

{2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1)
sudah selesal selambat-lambatnya & bulan sejak

diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlakuy pada tanggal
diundangkan.



Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Digahkan di S eramg

pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN

Diundangkan di E e ra n g

pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DASRAE KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARS0
LEMBARAN DAERAH FKABUPATEN SERANG
TAHUN 2000 KNOMOR™ 480






Pagal 2
Cukup Jelas
Fasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
hyat (2]
Tempat Khusus Parkir yang dibangun dan dikelola
nleh Perusahaan Daerah dan Swasta tidak terma-
suk objek Retribusi, karema FRetribusi FKhusus
Parkir vang tergolong pada jenis retribusi Jasa
usaha menganut prinsip Komersial, yang pada
dasarnya dapat pula disediakan dan diadakan
oleh pihak Swasts den Perusahaan Daerah.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Fasal 6
Yang dimaksud frekuensi dan jangka waktu pengguna-
an tempat khusus parkir adalah banysknya dan dan
lamanyz waktu pemanfzatan atas pelayanan Tempat
Khusus Parkir.

Fagal 7 :

Cukup Jelas



Lel
i

Fulkin Jalae
o SR R

Cukup Jelas

Pagal 11

vann dimaksud dokumen lain yang dipersamakan anta-
ra lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 12

Ayat (1)

vang dimaksud tidak dapat diberongkan adalah
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak
dapat diserahkex kepada pihak ketiga. Namun
dalam pengertian ini bukan berartl bahwa Peme-
rintah Daarsh tidak haleh bekerjasama dengan
pihak ketiga. Dengan s=angat selektif dalam
proges pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah
dapat mengajak kerjasama dengan Badan-badan
rertentu yang layak dipercaya untuk ikut melak-
sanakan sebagian tugas pemungutan jeniz retri-
husi sacara efisien. Kegiatan pemungutan jenis
retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan de-
ngan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan
besarnya retribusi yang terutang, pengawasan,
penyetoran retribusi dan penagihan retribusi,



hyat [2)

Cukup Jelas

Pagal 17
Cukup Jel.s
Pagal 14

Cukup Jeles

fasal 1%

Cukup Jelas
FPasal 1§

Cukup Jelas
Fasal 17

cukup Jelas
rasal 18

Sukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas

Paszl 21



Pasal 21
Ayat (1)
Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertemtu adalah
Pejabat Pegawal Negeri 3ipil Pemerintah Daarah

yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Per-
undang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

Pagal 23

Cukup Jelas



